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Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Bclas (8-6-2015),

bertempat di Kantor BPKP, Jalan Pramuka No.33 Jakarta, yang bertanda tangan di

bawah ini:

1. ABRAHAM O. ATURURI Jabatan Gubernur Papua Barat, berkedudukan di J1.

Siliwangi No. 1 Manokwari Provinsi Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ARDAN ADIPERDANA, Jabatan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan berkedudukan di J1. Pramuka No 33 Jakarta Timur 13120, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA se1anjutnya secara bersama-sama discbut sebagai

PARA PIHAK.

Terlebih dahulu PARA PIHAK memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

5. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tcntang Pedoman Teknis

Pcngelolaan Barang Milik Daerah.

6. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pcngelolaan

Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

7. Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor:

S-302/K/SU/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Permohonan hibah bidang tanah

untuk Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi

Papua Barat.

8. Surat Wakil Kctua I DPRD Provinsi Papua Barat Nomor: 160/010 tanggal 27

Januari 2015 tentang Pcrsetujuan l-Iibah Tanah.












